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PUTUSAN
NOMOR 287/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nguyen Trung Tinh %Q
Tempat lahir : Kien Giang Vietnam ?»
Umur /tanggal lahir : 44 Tahun/15 Januari 1973 %

Jenis kelamin . Laki-laki 5 \

Kebangsaan : Vietnam gw
Tempat tinggal : Vin Quang Rach Gia% lang Vietham.

Agama : Budha

Pekerjaan : Nahkoda KN@;MS? TS

Terdakwa dalam perkara ini tidak dj ;

[%oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa tersebut tidak did
Terdakwa tersebut dida ing oleh Juru Bahasa/Penerjemah bernama Kok Tai,
berdasarkan Berita a%

Pengadilan T@rsebut;

S % membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pe%u tanggal 19 Desember 2017 Nomor 287/Pid.Sus/2017/PT PBR,
n

x

dan pada tanggal dan hariitu juga penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera

© N o g bk wDdhPRE

gambilan sumpah tanggal 16 Agustus 2017 ;

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta salinan resmi putusaan Pengadilan Negeri Tanjungpinang
Nomor 22/Pid.Sus.Prk/2017/ PN Tpg, tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 24 Juli 2017 No. Reg. Perkara : PDM-316/Euh.2/N.10.11/05/
2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dakwaan

Kesatu :
Bahwa ia Terdakwa Nguyen Trung Tinh selaku Nahkoda KM. KG 90487
TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan saksi
Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS (penuntutan dilakukan
dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 pukul
12.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 06°15,220” LU - 106°36,170” B%au
setidak-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional In or%-yang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan i?a?gadilan
%gadili, yang

Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa d
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang, t
perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Penge
Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indone3|a an usaha perikanan di
bidang penangkapan, pembudidayaan, kutan, pengolahan, dan
pemasaran ikan yang tidak memiliki &urat Izin Usaha Perikanan),
perbuatan Terdakwa dilakukan denga sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu t @2 Maret 2017 sekira pukul 12.30 WIB
Terdakwa melakukan ke 'ﬁpenangkapan ikan pada posisi 06°15,220”
LU - 106°36,170” BT, d ‘%h

yang merupaka h Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
dengan me an alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau

Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna)

berpasang trawl) dengan sepesifikasi ukuran mata jaring (mesh size)
bagi 8 cm, bagian badan jaring dengan ukuran kombinasi 2,5 dan 5
c; ntara bagian kantong berukuran kurang dari 1,5 cm, jaring pukat
imau tersebut dioperasikan dengan menggunakan tali sepanjang lebih
%rang 200 (dua ratus) meter yang berfungsi untuk menarik jaring pukat
harimau pada saat dioperasikan, selain itu terdapat winch di sebelah kanan
dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring yang dilengkapi dengan
2 (dua) otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka
mulut jaring, lalu terdapat rantai besi sebagai pengejut dan pemberat,
sehingga ikan yang berada di dasar akan terkejut dan langsung masuk ke
dalam mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa
jaring pukat harimau berpasangan tersebut ditarik oleh KM. KG 90487 TS
bersama-sama dengan KM. KG 90486 TS selama 3 (tiga) sampai dengan 5
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(lima) jam sekali operasi, dan KM. KG 90487 TS merupakan kapal
pembantu, setelah berhasil menangkap ikat maka tali utama dan tali-tali
cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal ,
dan selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau berpasangan
tersebut semua dalam kendali Terdakwa selaku nakhoda KM. KG 90487 TS
dan saksi Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS, kegiatan
penangkapan ikan tersebuttelah menghasilkan hasil tangkapan yang terdiri

dari ikan campur dengan berat kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) ;
- Bahwaketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal KM\ KG
90487 TS dan KM. KG 90486 TS dihentikan oleh Kapal Penga %12
V&B KM.

yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan t’%
i’atas kapal

KG 90487 TS dan KM. KG 90486 TS, dari hasil pemerik @
ditemukan bahwa KM. KG 90487 TS yang dinakhodai
KM. KG 90486 TS yang dinakhodai oleh saksi Ng

penangkap ikan yang memasang bendera ke

ef~Terdakwa dan

Phiadalah kapal
n Vietham yang telah
melakukan kegiatan penangkapan ikan s C%I gal dan tanpa dilengkapi
dokumen - dokumen yang sah dari Pemerimgh Indonesia berupa Surat Izin
Usaha Perikanan (SIUP) ;
Perbuatan Terdakwa seba a?\%a diatur dan diancam pidana Pasal 92
Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal &( ) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang
No.31 Tahun 2004 tenta;%erikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.45
Nomor 31 Tahun ZW ang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SRS

Kedua:
%& waia Terdakwa Nguyen Trung Tinh selaku Nahkoda KM. KG 90487
ang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan saksi

2009 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS (penuntutan dilakukan
dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 pukul
12.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 06°15,220” LU - 106°36,170” BT atau
setidak-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesiayang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan

Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang
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melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

perbuatan dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal

penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIP1 (Surat Izin Penangkapan

Ikan), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 12.30 WIB
Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 06°15,220”
LU - 106°36,170” BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna)
yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Inc%isaia

dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring puk u
berpasangan (pairtrawl) dengan sepesifikasi ukuran matajarm S|ze)
bagian sayap 8 cm, bagian badan jaring dengan ukuran k 5 dan 5

cm, sementara bagian kantong berukuran kurang dari , jaring pukat

harimau tersebut dioperasikan dengan menggunakan\tali sepanjang lebih

kurang 200 (dua ratus) meter yang berfungs&%?
harimau pada saat dioperasikan, selain itﬁ pat winch di sebelah kanan

menarik jaring pukat

dan kiri kapal yang digunakan untuk m ikjaring yang dilengkapi dengan
2 (dua) otter board atau papan | e@mg berfungsi sebagai pembuka
mulut jaring, lalu terdapat r =hesi sebagai pengejut dan pemberat,
sehingga ikan yang berada’ti dasar akan terkejut dan langsung masuk ke
dalam mulut jaring pada%jarmg ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa
jaring pukat hanmau%p sangan tersebut ditarik oleh KM. KG 90487 TS
bersama-sama d{@u M. KG 90486 TS selama 3 (tiga) sampai dengan 5
(lima) jam @ operasi, dan KM. KG 90487 TS merupakan kapal
pembantu, ah berhasil menangkap ikat maka tali utama dan tali-tali
caba itatik ke atas sehinggaikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal,
@ lama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau berpasangan
% but semua dalam kendali Terdakwa selaku nakhoda KM. KG 90487 TS
an saksi Nguyen Viet Phi selaku Nakhoda KM. KG 90486 TS, kegiatan
penangkapan ikan tersebuttelah menghasilkan hasil tangkapan yang terdiri
dari ikan campur dengan berat kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) ;

- Bahwaketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal KM. KG
90487 TS dan KM. KG 90486 TS dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12
yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM.
KG 90487 TS dan KM. KG 90486 TS, dari hasil pemeriksaan di atas kapal
ditemukan bahwa KM. KG 90487 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan
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KM. KG 90486 TS yang dinakhodai oleh saksi Nguyen Viet Phi adalah kapal
penangkap ikan yang memasang bendera kebangsaan Vietham yang telah
melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi
dokumen-dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin

Penangkapan lkan (SIPI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93
ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No0.31 Tahun 2004 Tentang Perikanagn Jo
Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 T ﬁm
Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un 0.45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No hun 2004

Tentang Perikanan.

Ketiga :

Bahwaia Terdakwa Nguyen Trung elaku Nahkoda KM. KG 90487
TS yang merupakan kapal penangkap ( ng bersama-sama dengan saksi
Nguyen Viet Phi selaku Nakhod 90486 TS (penuntutan dilakukan

dalam berkas perkara terpisah)/Aa ari Minggu tanggal 12 Maret 2017 pukul
12.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di
Wilayah Pengelolaan Pé&sikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (Laut N a), pada posisi 06°15,220” LU - 106°36,170” BT atau
setidak-tidakny. Xu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang
masih termas m daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan
Negeri ju Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang
mel ‘%yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
%n dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau
menggunakan alatpenangkap ikan dan atau/alat bantu penangkapan ikan yang
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sebagai
berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 12.30 WIB
Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 06°15,220”
LU - 106°36,170” BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna)
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yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau
berpasangan (pairtrawl) dengan sepesifikasi ukuran mata jaring (mesh size)
bagian sayap 8 cm, bagian badan jaring dengan ukuran kombinasi 2,5 dan 5
cm, sementara bagian kantong berukuran kurang dari 1,5 cm, jaring pukat
harimau tersebut dioperasikan dengan menggunakan tali sepanjang lebih
kurang 200 (dua ratus) meter yang berfungsi untuk menarik jaring pukat
harimau pada saat dioperasikan, selain itu terdapat winch di sebelah kanan
dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring yang dilengkapi defigan
2 (dua) otter board atau papan layang yang berfungsi sebagaj ﬁka
mulut jaring, lalu terdapat rantai besi sebagai pengejut da l%k')erat,

rsebut, bahwa

sehingga ikan yang berada di dasar akan terkejut dan | masuk ke
dalam mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua %

M. KG 90487 TS

iga) sampai dengan 5

jaring pukat harimau berpasangan tersebut ditari
bersama-sama dengan KM. KG 90486 TS sel
(lima) jam sekali operasi, dan KM. Kg%

pembantu, setelah berhasil menangk%
angkapan bisa diangkat ke kapal,

TS merupakan kapal
maka tali utama dan tali-tali
cabang ditarik ke atas sehinggaikar h
dan selama kegiatan pengo jaring pukat harimau berpasangan
tersebut semua dalam kend& akwa selaku nakhoda KM. KG 90487 TS
dan saksi Nguyen Viej%se aku Nakhoda KM. KG 90486 TS, kegiatan

elah menghasilkan hasil tangkapan yang terdiri

dari ikan campu

- Bahwaketi k

berat kurang lebih 500 kg (lima ratus kilogram) ;
g melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal KM. KG
90487 M. KG 90486 TS dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12
yan %@ berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM.
% 87 TS dan KM. KG 90486 TS, dari hasil pemeriksaan di atas kapal
%ite ukan bahwa KM. KG 90487 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan
M. KG 90486 TS yang dinakhodai oleh saksi Nguyen Viet Phi adalah kapal
penangkap ikan yang memasang bendera kebangsaan Vietnam yang telah
melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal, dan dari hasil
pemeriksaan di atas kapal, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis
jaring pukat harimau berpasangan (pair trawl) yang merupakan alat
penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu
dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85
Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1)
huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntuﬁjm
tanggal 11 Oktober 2017 No.Reg. Perkara : PDM—316/Euh.2/N.10.J%' 17
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Trung Tinh bersalah melak

bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja yan

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbentler

penangkapan ikan di ZEElyang tidak memiliki at Izin Penangkapan

Ikan), sebagaimana diancam pidana pasal ayat (2) jo pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang RI No.45 Tahun 200 ng perubahan atas Undang-
Undang No.31 Tahun 2004 tentang an jo pasal 5 ayat (1) huruf b jo
pasal 102 Undang-Undang 4% Tahun 2004 tentang perikanan
sebagaimana telah diubah(@ﬁ Undang-Undang No.45 Tahun 2009
tentang perubahan at dang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
perikanan jo pasal 55 1) ke-1 KUHP yang tercantum dalam dakwaan
kedua Penuntut

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Nguyen Trung Tinh dengan pidana

denda sehesa p. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
bula Q}gan ;
3. %@n barang bukti berupa:

'\%satu) unitkapal KM. KG 90487 TS ;

- 2 (dua)unitAlatNavigasi GPS ;

- 1 (satu) unitRadio Sea Eagle 6900 ;

- 1 (satu) unitRadio SSB Icom IC-M710;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah bendera Negara Vietnam;
dikembalikan kepada Terdakwa Nguyen Trung Tinh ;
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-+ 500 (lima ratus) kilogram lkan Campuran (telah dilakukan pemusnahan
berdasarkan Penetapan pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri
Batam Nomor: 07/Pen.Pid/2017/PN.BTM tanggal 03 April 2017) ;

— 1 (satu) unitalat penangkap ikan pair traw! ;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

(lima ribu Rupiah);

Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan
I(Yé"

putusan Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg, tanggal 11 Oktober 20 g

amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nguyen Trung Tinh terbukti : sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turu melakukan

dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkag Ik erbendera asing,
melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonor%rké sif Indonesia (ZEEI)
yang tidak memiliki Suratlzin Penangkap

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa q &V
sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus | . a

3. Menetapkan barang bukti beru
1. 1 (satu) unitKapal KM K
2. 2 (dua) unltAIatNav
3. 1 (satu) unitRadi
4. 1 (satu) unit '

enaitu dengan pidanadenda

agle 6900 ;
B Icom IC-M710 ;

dirampas u

5. 1(s bendera Negara Vietham;

n kepada Terdakwa ;
% (lima ratus) kilogram ikan campur (telah dilakukan pemusnahan
erdasarkan Penetapan pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri
Batam Nomor 07/Pen.Pid/2017/PN.BTM tanggal 3 April 2017) ;
7. 1 (satu) unitalatpenangkap ikan pairtrawl ;
dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000
(lima ribu rupiah);
Menimbang,bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada
Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 22/Pid.Sus-Prk/2017/PNTpg,tanggal 11
Oktober 2017 tersebut,Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 12
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Oktober 2017 Nomor 24/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg yang dibuat dan
ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan permintaan
banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada
tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan
Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg yang dibuat dan
ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaaan bandingnya, maka
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober
2017, di terima Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tan§gaN19
Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/&ahkan
melalui Terdakwa sebagaimana surat pemberitahuan dan Pen nMemori
Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg tanggal z@er 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke, Pengadilan Tinggi
Pekanbaru, telah diberitahukan kesempatan ajari berkas perkara
kepada Jaksa Penuntut Umum maupun (kepada Terdakwa sebagaimana
ternyata dari Surat Panitera Pengadilan N@ njungpinang masing-masing
Nomor 24/Akta.Pid.Bdg-Prk/2017/PN ;@uggal 22 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa per |Xg banding dari Jaksa Penuntut Umum
telah diajukan dalam te%g aktu dan cara serta syarat-syarat yang

ditentukan Undang-und ~naka permintaan banding tersebut secara formal

dapat diterima; \\)

Menim @ahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca

dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan

geri Tanjungpinang Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg, tanggal
1?6 r 2017, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
e

b ndapat sebagaimana dipertimbangkan berikutini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama
sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh
karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama
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ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan
pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat
pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar,
oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan

Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pid.Sus-Prk/2017/PN Tpg, tanggal

11 Oktober 2017, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan di

kuatkan; %
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyat salah dan

dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani unt mbayar biaya

perkara dalam keduatingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Un %}hdang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dan Undang-und Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peratu%

Shar

1. Menerima permintaa gdari Jaksa PenuntutUmum tersebut;

undang-undangan lain yang

bersangkutan;

2. Menguatkan Pu\n engadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pid.Su s-
Prk/2017/PN®,
terseb ?»

Q
3. M kan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

tanggal 11 Oktober 2017, yang dimintakan banding

ebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tihgkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua
ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh kami Haryono,
S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Fakih Yuwono, S.H dan H. Sarpin
Rizaldi, S.H.,M.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh
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Hakim-hakim  Anggota serta  Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum.

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Fakih Yuwono, S.H Haryono SH.,M@
X%anitera Pengganti
(&x Fatmawati, S.H.

H. Sarpin Rizaldi,S.H.,M.H
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